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PENGELOLAAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA DI UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Skripsi, 106 hlm 

Pembimbing: Prof. Dr. Muhammad Basri, M.Si 

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat 

rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan 

dambaan setiap orang dalam rumah tangga.. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengelolaan program pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sulawesi Selatan dengan menganalisis permasalahan pada 

sub variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana 

terdapat unit analisis. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman 

telaah dokumen. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara maupun telaah 

dokumen. Serta analisis data yaitu reduksi data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sub variabel 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah 

dilaksanakan secara cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan masih kurang maksimalnya pengelolaan program 

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni dari sarana dan 

prasarana penunjang pekerjaan dari pegawai belum sepenuhnya 

dikatakan maksimal sehingga perlunya perbaikan bagi pihak kantor agar 

pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat 

rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan 

dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan 

demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus 

ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah 

tangga. 

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat 

tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama 

kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup 

rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat 

terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang 

pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada 

dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai 

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 



2 
 

Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran 

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 

bentuk diskriminasi. 

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk 

merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih 

kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi 

mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam 

rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah 

biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan 

memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah 

tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan 

diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab 

yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi 

dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang 

dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih 

sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan 

menimbulkan kepedihan. 

Melalui proses pengkajian yang mendalam tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, ternyata terdapat beberapa faktor penyebab yang 

melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah : 

a. Perselingkuhan. 
Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan 
yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami 
menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi 
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salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah 
tangga. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan 
perempuan lain (extra marital relationship) mengalami trauma 
psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai 
dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi 
berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya 
sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah 
tidak menarik lagi. 

b. Masalah Ekonomi. 
Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang 
dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu 
tidak dilakukan oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk 
kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya 
konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa 
peristiwa kekerasan yang dialami oleh istri akibat seorang suami tidak 
menafkahi istri dan anak-anaknya. Terkadang laki-laki (suami) tidak 
merasa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada 
keluarganya. Keluarga yang hidup dalam keterbatasan materi ekonomi 
mereka sangat terhimpit ditambah juga mereka harus menghidupi 
anaknya. Keterbatasan yang demikian tidak mendorong suami untuk 
bekerja lebih keras guna kelangsungan hidup keluarga. Oleh 
karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang 
mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu 
sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban 
kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan 
salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam 
keluarga. 

c. Budaya Patriarkhi. 
Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah 
sebagai penguasa keluarga. Sistem patriarkhi menempatkan laki-laki 
pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem 
tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di 
bawah perwalian laki-laki. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender 
cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga 
bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan 
menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap 
lebih berkuasa dan diatas segalanya dari seorang perempuan. Dalam 
lingkup domestic, anggapan ini menimbulkan sikap adanya 
ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan 
merasa dirinya lemah dan tidak berdaya. 

d. Campur Tangan Pihak Ketiga. 
Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami atau istri dalam ini 
merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami 
istri. Keberadaan anggota keluarga lain, khususnya dari pihak suami 
dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri dan bukan 
sebaliknya mencegah suami untuk bertindak kekerasan terhadap istri. 
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e. Bermain Judi. 
Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun 
agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang 
mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa. 
Suami yang hobi mabuk dan bermain judi meninggalkan keluarganya 
dan beralih ke perempuan lain. Bermula dari terlalu menyukai hobinya 
yaitu berjudi dan minum-minuman keras, serta berlanjut dengan 
penelantaran keluarga, akhirnya rumah tangga berujung pada 
perpisahan. Suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. 

f. Perbedaan Prinsip. 
Prinsip merupakan asas ataupun dasar. Seseorang yang telah 
memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada 
prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk 
menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan 
tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri dalam rumah 
tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, 
namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang 
berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan 
pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga). 

Angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional mencapai 

3,07% yang berarti setiap 10.000 perempuan Indonesia, sekitar 307 orang 

perempuan pernah mengalami tindak kekerasan. Dari seluruh perempuan 

korban kekerasan, sekitar 53,3% diantaranya mengaku menjadi korban 

tindak kekerasan dari suami. Perempuan bekerja rupanya juga tidak luput 

dari tindak kekerasan suami, dan dari hasil Survei mengungkapkan bahwa 

dari seluruh perempuan korban kekerasan sekitar 39,8% adalah 

perempuan yang bekerja, 55,5% ibu rumah tangga, 1,6% mereka yang 

sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha, 1,0% mereka yang 

sedang sekolah, dan 2,1% mereka dengan kegiatan lain. Dari data 

tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan 

dan pencegahan yang maksimal bagi perempuan dan anak yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada 

lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan 
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pemberdayaan perempuan dan anak, tetapi kasus kekerasan masih saja 

terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang 

memiliki jumlah cukup tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. 

Kasus-kasus kekerasan yang muncul di masyarakat jumlahnya tidak 

sedikit hanya sebagian saja yang terekspos oleh media dan dilaporkan 

kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A), dimana dari tahun ke tahun kekerasan yang dialami 

perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus-kasus yang tercatat 

merupakan kasus-kasus yang terungkap, sedangkan masih banyak kasus 

kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap. Dari banyaknya kasus 

kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan dari pemerintah 

terhadap warga negaranya masih lemah. 

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau 

yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-Undang PKDRT dibuat dengan 

tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan 

diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan 

dan keluarga. Dengan adanya UU PKDRT maka dapat memberikan 

pedoman dan arahan yang jelas dalam program pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga. Program/kegiatan paling awal dalam mengatasi dan 

mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak 

terjadi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami 
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peningkatan setiap tahunnya. Dalam pasal 12 tersebut terdapat beberapa 

program yang menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah 

tangga. Kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004, pasal 12 adalah : 

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga; 

2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga; 

3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam 
rumah tangga; dan 

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu 
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan 
akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 

Setiap dinas/instansi terkait dan lembaga masyarakat yang bergerak 

dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diharuskan mengacu 

pada program-program yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 

tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan 

yang sesuai dengan Visinya yaitu Kesetaraan dan Keadilan Gender dan 

Anak Menuju Keluarga Berkualitas. 

Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 2011 telah diterbitkan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No: 

2961/IX/Tahun 2011 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan 

yang berfungsi sebagai tempat pos pengaduan/konsultasi, pendampingan, 
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kesehatan dan konseling, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi, 

bantuan dan pendampingan hukum, kerjasama dan pengembangan, serta 

pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis. 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk dari, oleh dan untuk 

masyarakat. P2TP2A merupakan wadah kegiatan fisik, informasi, rujukan, 

konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mangalami 

tindak kekerasan, yang dipandang perlu untuk dilindungi dan dibantu agar 

dapat menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan 

tugasnya, P2TP2A pun berupaya untuk mengakomodasi dan 

memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. Dengan melibatkan sejumlah unsur 

dari pihak-pihak terkait, yang antara lain instansi pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan, sosial, dan pendidikan,  programnya juga bermitra 

dengan Polda, Poltabes, Rumah Sakit Byangkara, Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pegawai atau petugas dari 

P2TP2A yang terdiri dari Manager Kasus, Pendamping Hukum, Psikolog, 

Pendamping korban, rumah aman dan Pengaduan (TeSA). 

Berikut ini adalah data informasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak yang ditangani oleh UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 

hingga akhir tahun 2017. Berdasarkan analisis data yang diperoleh 
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terdapat jenis kasus yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap 

tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1 

Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani UPT 
P2TP2A di Provinsi Sulawesi Selatan 

NO JENIS KEKERASAN 2015 2016 2017 KETERANGAN 

1 Fisik 46 4 17 Lain-lain : 
kekerasan non 
fisik, penculikan, 
penipuan dan 
pemalakan 

2 Psikis 4 5 30 

3 Seksual 13 1 22 

4 Eksploitasi 2 2 1 

5 Penelataran 1 3 15 

6 Lainnya 5 2 10 

 Jumlah 71 17 95  
Sumber : UPT P2TP2A Dinas PPPA Prov. Sulsel 

 
Dari tabel 1 diatas, menggambarkan data tentang jenis kekerasan 

terhadap perempuan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Data menunjukkan 

bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 – 2017, jumlah jenis kekerasan 

tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 95 kekerasan, setelah 

sebelumnya pada tahun 2015 terdapat 71 kekerasan, dan menurun pada 

2016 sebanyak 17 kekerasan. Kecenderungan ini terjadi karena intervensi 

pemerintah melalui pencegahan dan pendampingan terhadap perempuan 

dan anak korban kekerasan telah mendorong masyarakat atau korban 

untuk melapor ke UPT P2TP2A Prov. Sulsel. Salah satu penyebabnya 

adalah karena perempuan dan anak belum memperoleh informasi dan 

pendidikan tentang pencegahan kekerasan sehingga mudah diperdaya 

oleh orang lain. Selain itu, secara fisik perempuan dan anak masih lemah 

untuk memberikan perlawanan ketika terjadi tindak kekerasan terhadap 

dirinya. 
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Tabel 2 

Pelaporan Kasus KDRT 

NO KASUS 2015 2016 2017 JUMLAH 

1 Kekerasan Terhadap Istri (KTI) 48 25 17 90 

2 Kekerasan Terhadap Perempuan Anak 
(KTPA) 

4 5 9 18 

3 Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 6 8 7 21 

4 Pekerja Rumah Tangga (PRT) 8 7 6 21 
Sumber : UPT P2TP2A Dinas PPPA Prov. Sulsel 

 

Dari tabel 2 diatas, diketahui bahwa korban terbanyak dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri mencapai 90 dari total 

korban. Anak perempuan adalah korban terbanyak keempat, setelah 

pacar dan pekerja rumah tangga. Pada kasus kekerasan dengan korban 

anak, ada juga kasus dimana pelakunya adalah perempuan dalam 

statusnya sebagai ibu. Menurut pengamatan UPT P2TP2A Dinas PPPA 

Prov. Sulsel, sebagian besar ibu yang mejadi pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga adalah sudah terlebih dahulu menjadi korban kekerasan 

oleh suaminya, atau berada dalam tekanan ekonomi yang luar biasa 

akibat kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan anggota masyarakat 

tempat ia tinggal. 

 
Tabel 3 

Pelaku KDRT Berdasarkan Hubungan Dengan Korban 

NO HUBUNGAN 2015 2016 2017 JUMLAH 

1 Orang Tua 11 10 19 40 

2 Keluarga 6 17 4 27 

3 Suami/Isteri 12 25 17 54 

4 Lainnya 5 14 31 50 

Sumber : UPT P2TP2A Dinas PPPA Prov. Sulsel 
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Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga berdasarkan hubungan dengan korban 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 pelaku 

terbesar justru dilakukan oleh suami atau isteri sebanyak 54 pelaku. 

Pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dilakukan di dalam 

rumah tangga (KDRT). Lebih sedikit dilakukan oleh keluarga atau orang 

tua terhadap perempuan. Kondisi ini seringkali dipicu oleh faktor ekonomi 

dan tingkat pendidikan. 

Proses pencegahan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan 

dalam rumah tangga diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan 

dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa 

yang dilakukan tidak pantas serta dapat mengakibatkan efek jera bagi 

pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan 

demikian tujuan UU PKDRT dapat terwujud, yakni terciptanya keluarga 

sejahtera dan bahagia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti merasa 

melakukan penelitian tentang Pengelolaan Program Pencegahan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dikarenakan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi 

Sulawesi Selatan masih relatif cukup tinggi. 

 

 



11 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Program Pencegahan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan ?. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dari latar belakang, maka 

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Program 

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai dua manfaat, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis. 

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam kajian-

kajian kebijakan publik dan manajemennya yang berkaitan dengan 

pengelolaan program pencegahan korban kekerasan dalam rumah 

tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Manfaat Praktis. 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat 

dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab 

tentang pengelolaan suatu program pada UPT Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Tinjauan Teori 

Tinjauan pustaka disusun guna menetapkan dasar pemikiran bagi 

peneliti untuk menunjukkan seberapa penting permasalahan yang akan 

dijadikan fokus penelitian, menurut Hart (Daymon dan Holloway, 2008:56) 

ótinjauan pustaka membedakan antara apa yang dilakukan dari apa yang 

perlu dilakukanô. Maka di bawah ini dipaparkan beberapa konsep teori 

terkait dengan penelitian. 

1. Administrasi Pembangunan 

Administrasi pembangunan berasal dari kata administrasi dan 

pembangunan, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. 

Secara umum, pengertian administrasi adalah keseluruhan proses 

pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan diselenggarakan oleh dua 

orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

secara efektif dan efisien. Sedangkan pembengunan biasanya 

didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan 

perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara 

menuju arah yang lebih baik. 

Administrasi pembangunan menurut Tjokroamodjojo (1995:13) 

diartikan : 

Sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara 
(pemerintah) untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke 
arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam 
berbagai aspek kehidupan bangsa. 
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